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BAB II

TINJAUAN PUSTAKA
2.1
Kinerja Keuangan Daerah

Kinerja merupakan pencapaian atas apa yang direncanakan, baik oleh pribadi ataupun organisasi. Apabila pencapaian telah sesuai dengan yang direncanakan maka kinerja yang dilakukan terlaksana dengan baik. Menurut Mardiasmo (2017:121) “Sistem pengukuran kinerja sektor publik adalah suatu sistem yang bertujuan untuk membantu manajer publik menilai pencapaian suatu strategi melalui alat ukur finansial dan nonfinansial”. 
Kinerja keuangan adalah suatu ukuran yang menggunakan indikator keuangan. Pengukuran kinerja secara berkelanjutan akan memberikan umpan balik, sehingga upaya perbaikan secara terus menerus akan meningkatkan prestasinya secara objektif dalam suatu periode waktu tertentu untuk menggali dan mengelola sumber – sumber keuangan asli daerah dalam memenuhi kebutuhan guna mendukung berjalannya sistem pemerintahan, pelayanan kepada masyarakat dan pembangunan daerahnya.
Tujuan penilaian kinerja di sektor publik (Mahmudi, 2017:14):
a. Mengetahui tingkat ketercapaian tujuan organisasi

b. Menyediakan sarana pembelajaran pegawai

c. Memperbaiki kinerja periode – periode berikutnya

d. Memberikan pertimbangan yang sistematik dalam pembuatan keputusan

e. Memotivasi pegawai

f. Menciptakan akuntabilitas publik

Akuntabilitas dapat terwujud salah satunya dengan pelaporan kinerja melaului laporan keuangan. Entitas yang mempunyai kewajiban membuat pelaporan kinerja organisasi sektor publik dapat diidentifikasi sebagai berikut: pemerintah pusat, pemerintah daerah, unit kerja pemerintahan, dan unit pelaksanaan teknis. Pelaporan tersebut diserahkan kepada masyarakat secara umum dan Dewan Perwakilan Rakyat (DPR), sehingga masyarakat dan anggota DPR bisa menerima informasi yang lengkap dan tajam tentang kinerja program pemerintah serta terus menerus akan menjadi langkah maju dalam mendemostrasikan proses akuntabilitas. Perbandingan pengukuran kinerja dapat dbangun atas pengukuran kinerja dan menambah dimensi lainnya untuk akuntabilitas perbandingan dengan unit kerja organisasi lain yang serupa. 

Berfokus pada hasil pengukuran dan pelaporan kinerja dapat membantu mengkomunikasikan kepada publik tentang tingkat penyelesaian unit kerja organisasi yang serupa lainnya. Selain itu, melalui pengembangan pertanyaan umum kepada pengguna layanan dan kelengkapannya, perbandingan pengukuran kinerja dapat digunakan untuk membandingkan tingkat kepuasan warga atau pengguna layanan yang diberikan oleh beberapa unit kerja organisasi.
Pengukuran kinerja sektor publik dilakukan untuk memenuhi tiga tujuan (Mardiasmo, 2017:121):

a. Untuk membantu memperbaiki kinerja pemerintah

b. Untuk pengalokasian sumber daya dan pembuatan keputusan

c. Untuk mewujudkan pertanggungjawaban publik dan memperbaiki komunikasi kelembagaan 

Pengukuran kinerja mempunyai manfaat bagi organisasi, secara umum manfaat pengukuran kinerja menurut Ulum (2010:78) adalah sebagai berikut:

a. Memberikan pemahaman mengenai ukuran yang digunakan menilai kinerja manajemen
b. Menunujukkan arah pencapaian target kinerja yang telah ditetapkan.

c. Memonitor dan mengevaluasi kinerja dengan membandingkan skema kerja daari pelaksanaannya.

d. Membantu mengungkap dan memecahkan masalah yang ada.

e. Membantu memahami proses kegiatan instansi pemerintah.

f. Memastikan bahwa pengambilan keputusan dilakukan secara objektif.

Manfaat yang diperoleh dari penilaian kinerja ini terutama menjadi pedoman dalam melakukan tindakan evaluasi bagi pembentukan organisasi sesuai dengan pengharapan dari berbagai pihak manajemen serta komisaris perusahaan. Tahap penilaian terdiri dari tiga tahap menurut Fahmi (2011:66) sebagai berikut:

a. Perbandingan kinerja sesungguhnya dengan sasaran yang telah ditetapkan sebelumnya

b. Penentuan penyebab timbulnya penyimpangan kinerja sesungguhnya dari yang ditetapkan dalam standar.

c. Penegakkan perilaku yan diinginkan dan tindakan yang digunakan untuk mencegah perilaku yang tidak diinginkan.

Berdasarkan dari tahap penilaian kinerja, ada juga faktor – faktor yang mempengaruhi kinerja. Menurut Mahmudi (2017:21) “Kinerja merupakan suatu konstruk multidimensional yang mencakup banyak faktor yang mempengaruhinya” . Faktor – faktor yang mempengaruhinya Mahmudi (2017: 22) adalah:

a. Faktor personal/ individual, meliputi: pengetahuan, keterampilan (skill), kemampuan, kepercayaan diri, motivasi, dan komitmen yang dimiliki oleh setiap individu.

b. Faktor kepemimpinan, meliputi: kualitas dalam memberikan golongan semangat, arahan, dan dukungan yang diberikan manajer dan team leader.

c. Faktor tim, meliputi: kualitas dukungan dan semangat yang diberikan oleh rekan dalam satu tim, kepercayaan terhadap sesama anggota tim, kekompakkan dan keeratan anggota tim.

d. Faktor sistem meliputi: sistem kerja, fasilitas kinerja atau infrastruktur yang diberikan oleh organisasi, proses organisasi, dan kultur kinerja dalam organisasi.

e. Faktor kontekstual (situsional), meliputi: tekanan dan perubahan lingkungan eksternal dan internal.

Menurut Hasanudin (2016) dalam penelitiaanya, hasil analisis rasio keuangan selanjutnya digunakan untuk tolok ukur dalam : 

a. Menilai kemandirian keuangan daerah dalam membiayai penyelenggaran daerah.

b. Mengukur efektivitas dan efisiensi dalam merealisasikan pendapatan daerah.

c. Mengukur sejauh mana aktivtas pemerintah daerah dalam menjalankan pendapatan daerahnya

d. Menukur kontribusi masing – masing sumber pendapatan dalam pembentukan pendapatan daerah

Pengukuran kinerja merupakan ukuran untuk menilai prestasi yang dicapai dalam organisasi dalam periode tertentu. Salah satu alat untuk menganalisis kinerja pemerintah daerah adalah dengan melakukan analisis rasio keuangan terhadap APBD yang telah ditetapkan dan dilaksanakan. Rasio-rasio yang dapat digunakan dalam pengukuran kinerja keuangan Pemerintah Daerah.
1. Rasio Kemandirian

Rasio kemandirian menunjukan kemampuan pemerintah daerah dalam membiayai sendiri kegiatan pemerintahan, pembangunan dan pelayanan kepada masyarakat yang telah membayar pajak dan retribusi sebagai sumber pendapatan yang diperlukan daerah. 
Rasio kemandirian menggambarkan ketergantungan daerah terhadap sumber dana ekstern. Semakin tinggi Rasio Kemandirian menunjukan bahwa tingkat ketergantungan daerah terhadap bantuan pihak ekstern (terutama pemerintah pusat atau provinsi) semakin rendah dan demikian pula sebaliknya. Rasio kemandirian juga menggambarkan tingkat partisipasi masyarakat dalam pembangunan daerah. Semakin tinggi rasio kemandirian, maka semakin tinggi partisipasi masyarakat dalam membayar pajak dan retribusi daerah yang merupakan komponen utama PAD.  
Rasio kemandirian keuangan daerah (Mahmudi, 2017:140):
Tabel 2.1

Skala Interval 

Kemandirian Keuangan Daerah
	 Persentase PAD
	Kemampuan Keuangan Daerah

	0,00 – 10,00
	Sangat Kurang

	10,01 – 20,00
	Kurang

	20,01 – 30,00
	Sedang

	30,01 – 40,00
	Cukup

	40,01 – 50,00
	Baik

	>50,00
	Sangat Baik


Sumber: Tim Litbang Depdagri Fisipol UGM dalam Nurhayati (2015)
2. Rasio Ketergantungan Keuangan Daerah


Menurut Mahmudi (2017:140) “ Semakin tinggi rasio ketergantungan keuangan daerah maka semakin besar tingkat ketergantungan pemerintah daerah terhadap pemerintah pusat dan/ atau pemerintah propinsi”. Berikut rasio ketergantungan keuangan daerah menurut Mahmudi (2017:140):




Setelah diketahui besaran rasio ketergantungan daerah, dibutuhkan kriterian penilaian untuk mengukur seberapa besar tingkat ketergantungan daerah terhadap bantuan pemerintah pusat. Berikut kriteria penilaian ketergantungan daerah ditampilkan pada tabel 2.2
Tabel 2.2
Kriteria Penilaian 

Ketergantungan Keuangan Daerah
	Persentase PAD Terhadap Total Penerimaan Non Subsidi
	Ketergantungan Keuangan Daerah

	0,00 – 10,00
	Sangat Kurang

	10,01 – 20,00
	Kurang

	20,01 – 30,00
	Sedang

	30,01 – 40,00
	Cukup

	40,01 – 50,00
	Tinggi

	>50,00
	Sangat Tinggi


Sumber: Tim Litbang Depdagri Fisipol UGM dalam Nurhayati (2015)
3. Rasio Efektivitas dan Efisiensi Pendapatan Asli Daerah
Bagian ini akan mengukur tingkat kemampuan daerah dalam mencapai target PAD. Menurut Mahmudi (2017:141) “Rasio efektivitas PAD menunjukkan kemampuan pemerintah daerah dalam memobilasasi penerimaan PAD sesuai dengan yang ditargetkan”. Berikut rasio efektivitas dan efisiensi Pendapatan Asli Daerah menurut Mahmudi (2017:141):


Semakin tinggi hasil rasionya, akan semakin terlihat bahwa upaya pemerintah daerah semakin lebih baik dan adanya perencanaan yang baik dalam mengelola pendapatan. Berikut Tabel 2.3 menunjukan skala interval kemandirian keuangan daerah.

Tabel 2.3
Kriteria Penilaian 

Efektivitas Pendapatan Asli Daerah
	Persentase PAD
	Efektivitas PAD

	<75%
	Tidak efektif

	75% - 89%
	Kurang efektif

	90% - 99%
	Cukup efektif

	100%
	Efektif

	>100%
	Sangat efektif


Sumber: Mahmudi (2017:141)
Mengukur  kinerja pemerintah daerah dalam memobilisasi penerimaan PAD tidak hanya dengan indikator efektifitas PAD saja, tetapi menggunakan rasio efisiensi PAD. Rasio ini digunakan untuk mengetahui apakah biaya yang digunakan dalam mencapai pemungutan PAD membutuhkan dana yang lebih besar dari penerimaannya maka pemugutan PAD tidak efisien. Oleh karena itu pula dihitung rasio efisiensi PAD. Berikut rasio efisiensi PAD menurut Mahmudi (2017:141)  


Tabel 2.4
Kriteria Penilaian 

Efesiensi Pendapatan Asli Daerah
	Persentase PAD
	Efisiensi PAD

	<10%
	Sangat efisien

	10% -20%
	Efisien

	21% - 30%
	Cukup efisien

	31% - 40% 
	Kurang efisien

	>40%
	Efisien


Sumber: Mahmudi (2017:141)
3. 
Rasio Derajat Desentralisasi

Menurut Mahmudi (2017:140) “rasio derajat desentralisasi dihitung berdasarkan perbandingan antara jumlah PAD dengan total penerimaan daerah. Rasio ini menunujukan derajat kontribusi PAD terhadap total penerimaan daerah”. Semakin tinggi kontribusi PAD maka semakin tinggi kemampuan pemerintah daerah dalam penyelenggaraan desentralisasi. 
Rasio derajat desentralisasi menurut Mahmudi (2017:140):
 


Tabel 2.5
Kriteria Penilaian 

Derajat Desentralisasi 
	 Persentase PAD Terhadap Total Pendapatan Daerah
	Kriteria Derjat Desentralisasi

	0,00 – 10,00
	Sangat Kurang

	10,01 – 20,00
	Kurang

	20,01 – 30,00
	Sedang

	30,01 – 40,00
	Cukup

	40,01 – 50,00
	Baik

	>50,00
	Sangat Baik



Sumber: Tim Litbang Depdagri Fisipol UGM dalam Nurhayati (2015)

Adapun pihak – pihak yang berkepentingan dengan rasio keuangan pemerintah daerah (Halim, 2017: 40)

a. DPRD sebagai wakil dari pemilik daerah (masyarakat).

b. Pihak Eksekutif sebagai landasan dalam menyusun APBD beikutnya.

c. Pemerintah Pusat/ Provinsi sebagai masukan dalam membina pelaksanaan pengelolaan keuangan daerah

d. Masyrakat dan kreditur, sebagai pihak yang akan turut memiliki saham pemerintah daerah, bersedia memberi pinjaman maupun obligasi.

Berdasarkan atas pengertian dan uraian di atas dapat disimpulkan,kinerja keuangan dapat dihitung dengan rasio keuangan. Rasio keuangan diantaranya rasio kemandirian, rasio ketergantungan keuangan daerah, rasio efektivitas dan rasio efisiensi PAD dan rasio derajat desentralisasi. Adanya otonomi daerah diharapkan dapat mandiri mengurus kepentingan daerahnya. Akuntabilitas dapat terwujud salah satunya dengan pelaporan kinerja keuangan melalui laporan keuangan.
2.2
Pendapatan Asli Daerah
2.2.1
Pengertian Pendapatan Asli Daerah

PAD merupakan salah satu dari sumber penerimaan daerah. Ada beberapa definisi dari pendapatan asli daerah (PAD). Definisi PAD menurut Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 Pasal 1 ayat (18) “Pendapatan Asli Daerah, selanjutnya disebut PAD adalah pendapatan yang diperoleh Daerah yang dipungut berdasarkan Peraturan Daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan”. 

Menurut Warsito (2001:128) “Pendapatan Asli Daerah (PAD) adalah pendapatan yang bersumber dan dipungut sendiri oleh pemerintah daerah. Sumber PAD terdiri dari: pajak daerah, retribusi daerah, laba dari badan usaha milik daerah (BUMD), dan pendaptan asli saerah lainnya yang sah”.
Berdasarkan pada pengertian-pengertian di atas dapat disimpulkan bahwa yang dimaksud dengan pendapatan asli daerah adalah pendapatan daerah yang diperoleh dan dipungut sendiri oleh pemerintah daerah yang bersumber dari daerah itu sendiri. 

2.2.2
Jenis – jenis Pendaptan Asli Daerah

Menurut Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 Pendapatan Asli daerah (PAD) bersumber dari : 

1. Pajak Daerah

2. Retribusi Daerah;

3. Hasil pengelolaan kekayaan Daerah yang dipisahkan; dan 

4. Lain-lain PAD yang sah.
Berikut rincian mengenai sumber-sumber PAD:

1.
Pajak Daerah
Menurut Undang- Undang No 28 tahun 2009 
pajak daerah yang selanjutnya disebut pajak, adalah konstribusi wajib kepada Daerah yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan Daerah bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.
Menurut Undang-Undang No 28 Tahun 2009 Pasal 2 Jenis Pajak daerah terbagi menjadi Pajak Provinsi dan Pajak Kabupaten,yaitu:
1. Jenis Pajak Provinsi terdiri atas:

a. Pajak Kendaraan Bermotor;

b. Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor;

c. Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor;

d. Pajak Air Permukaan; dan 

e. Pajak Rokok.

2. Jenis Pajak kabupaten/kota terdiri atas:

a. Pajak Hotel;

b. Pajak Restoran;

c. Pajak Hiburan;

d. Pajak Reklame;

e. Pajak Penerangan Jalan;

f. Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan;

g. Pajak Parkir;
h. Pajak air Tanah;
i. Pajak Sarang Burung Walet;
j. Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan; dan
k. Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan.
2. Retribusi Daerah

Pajak daerah dan retribusi daerah merupakan salah satu sumber pendapatan daerah yang penting guna membiayai pelaksanaan daerah. Sebelumnya telah dijelaskan pengertian pajak daerah dan jenisnya. Berikut pengertian retribusi daerah dan jenisnya menurut Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009, yaitu “Retribusi daerah, yang selanjutnya disebut Retribusi adalah pungutan daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan daan/atau diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk kepentingan orang pribadi atau Badan”.
Retribusi daerah menurut UU No. 28 tahun 2009 tentang pajak daerah dan retribusi daerah menyatakan bahwa retribusi daerah di kelompokkan menjadi tiga, yaitu:

1. Retribusi jasa umum

Retribusi jasa umum adalah retribusi atas jasa retribusi atas  jasa yang disediakan atau diberikan oleh pemerintah daerah untuk tujuan kepentingan dan kemanfaatan umum serta dapat dinikmati oleh orang pribadi atau badan.


Jenis-jenis Retribusi Jasa Umum terdiri dari :

a. Retribusi pelayanan kesehatan

b. Retribusi pelayanan persampahan atau kebersihan

c. Retribusi penggantian Kartu Tanda Penduduk dan Akte Catatan  Sipil

d. Retribusi pelayanan pemakaman dan pengabuan mayat

e. Retribusi pelayanan parkir di tepi jalan umum

f. Retribusi pelayanan pasar

g. Retribusi pengujian kendaraan bermotor

h. Retribusi pemeriksaan alat pemadamkebakaran

i. Retribusi penggantian biaya cetakpeta

j. Retribusi pengujian kapalperikanan

2. Retribusi Jasa Usaha

Retribusi jasa usaha adalah retribusi atas jasa yang disediakan ata diberikan oleh pemerintah daerah dengan menganut prinsip komersial karena pada dasarnya dapat pula disediakan oleh sektor swasta.

Jenis-jenis Retribusi Jasa Usaha terdiri dari :

a. Retribusi pemakaian kekayaan daerah

b. Retribusi pasar grosir dan pertokoan

c. Retribusi tempat pelelangan

d. Retribusi terminal

e. Retribusi tempat khusus parkir

f. Retribusi tempat penginapan atau villa

g. Retribusi penyedotan kaskus

h. Retribusi rumah potong hewan

i. Retribusi pelayanan pelabuhan kapal

j. Retribusi tempat rekreasi dan olahraga

k. Retribusi penyeberangan di atas air

l. Retribusi pengolahan limbah cair

m. Retribusi penjualan produksi rumah usaha daerah

3. Retribusi Perizinan Tertentu

Retribusi perizinan tertentu adalah retribusi atas kegiatan  pemerintah daerah dalam rangka pemberian izin kepada orang pribadi atau badan yang dimaksudkan untuk pembinaan, pengaturan, pengendalian dan pengawasan atas kegiatan pemanfaatan ruang, penggunaan sumber daya alam, barang, sarana-prasarana atau fasilitas tertentu guna melindungi kepentingan umum dan menjaga kelestarian lingkungan.

Jenis-jenis Retribusi Perizinan Tertentu terdiri dari :

a. Retribusi izin mendirikan bangunan

b. Retrib usi izin tempat penjualan minuman beralkohol

c. Retribusi izin gangguan

d. Retribusi izin trayek

e. Retribusi Tera atau Tera Ulang

f. Retribusi Pengendalian Menara Telekomunikasi

g. Retribusi Pelayanan Pendidikan

h. Retribusi Izin Usaha Perikanan

3. Hasil Pengelolaan Daerah Yang Dipisahkan



Hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan merupakan penerimaan daerah yang berasal dari pengelolaan kekayaan daerah dipisahkan. 
Jenis pendapatan ini dirinci menurut objek pendapatan yang mencakup:

a. Bagian laba atas penyertaan modal pada perusahaan milik daerah/BUMD

b. Bagian laba atas penyertaan modal pada perusahaan milik Negara/BUMN

c. Bagian laba atas penyertaan modal pada perusahaan milik swasta/kelompok

4. Lain-Lain Pendapatan Asli Daerah Yang Sah



Menurut Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 Pasal 6 ayat (2) Lain-lain PAD yang sah meliputi:

a. Hasil penjualan kekayaan Daerah yang tidak dipisahkan;

b. Jasa giro

c. Pendapatan bunga

d. Keuntungan selisih nilai tukar rupiah terhadap mata uang asing; dan 

e. Komisi, potongan, ataupun bentuk lain sebagai akibat dari penjualan dan/atau pengadaan barang dan/atau jasa oleh Daerah. 


Berdasarkan uraian tersebut dapat disimpulkan bahwa Pendapatan Asli Daerah (PAD) merupakan pendapatan yang diperoleh dan dipungut pemerintah daerah untuk mendanai kegiatan belanja daerah dalam rangka wujud desentralisasi. Pemerintah daerah mengoptimalkan sumber – sumber PAD yang ada di daerahnya. PAD terdiri dari pajak daerah, retribusi daerah, hasil pengelolaan daerah yang dipisahkan dan lain- lain PAD yang sah.
2.3
Dana Perimbangan 


Pengertian Dana perimbangan menurut UU No. 33 Tahun 2004 adalah dana yang bersumber dari pendapatan APBN yang dialokasikan kepada daerah untuk mendanai kebutuhan daerah dalam rangka pelaksanaan desentralisasi. UU No. 33 Tahun 2004 pasal 10 ayat 1 menjelaskan “dana perimbangan terdiri dari atas: Dana Bagi Hasil, dana alokasi Umum, dan dana alokasi khusus”. 

Menurut Permendagri No 32 Tahun 2008, dalam rangka pelaksanaan desentralisasi, kepada daerah diberikan Dana Perimbangan melalui APBN yang bersifat transfer. Salah satu tujuan pemberian dana perimbangan adalah untuk mengurangi kesenjangan fiskal antara pemerintah dengan daerah dan antar daerah agar tidak ada satu daerah yang tertinggal, serta meningkatkan kapasitas daerah dalam menggali potensi ekonomi daerah. 

2.3.1 Dana Bagi Hasil


Menurut Undang-Undang No. 23 Tahun 2014 pasal 1 ayat 49, 
Dana Bagi Hasil (DBH) merupakan dana yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Nasional (APBN) yang dialokasikan kepada daerah penghasil berdasarkan angka persentase tertentu dengan tujuan mengurangi ketimpangan kemampuan keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah.  
Pembagian dana bagi hasil ini ditinjau dari kemampuan daerah dalam menghasilkan sumber daya. Daerah yang memiliki potensi sumber daya alam yang banyak, akan mendapatkan porsi bagi hasil yang lebih besar sesuai dengan kekayaan alam yang telah digali. Selain sumber daya alam, sumber dana bagi hasil ini juga didapat dari bagi hasil pajak.
Penerimaan dana bagi hasil pajak supaya diprioritaskan untuk mendanai perbaikan lingkungan pemukiman diperkotaan dan diperdesaan, pembangunan irigasi, jaringan jalan dan jembatan, sedangkan untuk penerimaan dana bagi hasil sumber daya alam agar diutamakan pengalokasiannya untuk mendanai pelestarian lingkungan areal pertambangan, perbaikan dan penyediaan fasilitas umum dan fasilitas sosial, fasilitas pelayanan kesehatan dan pendidikan untuk tercapainya standar pelayanan minimal yang ditetapkan peraturan perundangundangan.
Penerimaan pajak yang termasuk dalam komponen pendapatan bagi hasil sesuai dengan UU No. 33 Tahun 2004 adalah:

1. Penerimaan Pajak

a. Pajak Bumi dan Bangunan (PBB)

Penerimaan Negara dari Pajak Bumi dan Bangunan dibagi dengan imbangan 10% untuk Pemerintah Pusat dan 90% untuk daerah. Dana bagi hasil PBB untuk daerah  sebesar 90% sebagaimana dimaksud diatas dibagi dengan rincian sebagai berikut:

1) 16,2% untuk daerah provinsi yang bersangkutan

2) 64,8% untuk Kabupaten/Kota yang bersangkutan

3) 9% untuk biaya pemungutan

Selanjutnya 10% penerimaan Pajak bumi dan bangunan bagian Pemerintah Pusat sebagaimana pembagian diatas dialokasikan kepada seluruh Kabupaten dan Kota dengan rincian sebagai berikut:
1) 6,5% dibagikan secara merata kepada seluruh Kabupaten dan Kota

2) 3,5% dibagikan secara intensif kepada Kabupaten dan/atau Kota yang realisasi penerimaan pajak bumi dan bangunan sektor perdesaan dan perkotaan sebelumnya mencapai/ melampaui rencana penerimaan yang ditetapkan.

b. Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB)

Penerimaan negara dari Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan dibagi dengan imbalan 20% untuk Pemerintah Pusat dan 80% untuk Daerah. DBH BPHTB untuk daerah sebesar 80% dibagi untuk daerah dengan rincian:

1) 16% untuk Provinsi yang bersangkutan

2) 64% untuk Kabupaten/Kota yang bersangkutan

Selanjutnya bagian Pemerintah sebesar 20% dialokasikan dengan porsi yang sama besar untuk seluruh Kabupaten dan Kota
c. Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 25 dan Pasal 29 Wajib Pajak Orang Pribadi dalam Negeri dan PPh pasal 21

Dana Bagi hasil dari penerimaan PPh Pasal 25 dan Pasal 29 Wajib Pajak Orang Pribadi Dalam Negeri dan PPh Pasal 21 yang merupakan bagian dari daerah adalah sebesar 20% dengan rincian:

1) 60% untuk Kabupaten/Kota

2) 40% untuk Provinsi

2. Penerimaan Bukan Pajak (Sumber Daya Alam)

a. Sektor Perhutanan

Penerimaan kehutanan yang bersal dari penerimaan Iuran Hak Pengusaha Hutan (IHPH) dan Provinsi Sumber Daya Hutan (PSDH) yang dihasilkan dari wilayah daerah yang bersangkutan dibagi dengan imbalan 20% (dua puluh persen) untuk Pemerintah dan 80% (delapan puluh persen) untuk daerah. Penerimaan kehutanan yang berasal dari dana reboisasi dibagi dengan imbalan sebesar 60% (enam puluh persen) untuk Pemerintah dan 40% (empat puluh persen) untuk daerah.

b. Sektor Pertambangan Umum

Penerimaan Pertambangan Umum yang dihasilkan dari wilayah daerah yang bersangkutan, dibagi dengan imbangan 20% (dua puluh persen) untuk Pemerintah dan 80% (delapan puluh persen) untuk daerah.

c. Sektor Pertambangan Minyak Bumi

Penerimaan pertambangan minyak bumi yang dihasilkan dari wilayah daerah yang bersangkutan setelah dikurangi komponen pajak dan pungutan lainnya sesuai dengan Peraturan Perundang-Undangan, dibagi dengan imbangan 84,5% (delapan puluh empat setengah persen) untuk Pemerintah dan 15,5% (limah belas setengah persen) untuk daerah.
d. Sektor Pertambangan Gas Bumi

Penerimaan pertambangan gas bumi yang dihasilkan dari wilayah daerah yang bersangkutan setelah dikurangi komponen pajak dan pungutan lainnya sesuai dengan Peraturan Perundang-Undangan, dibagi dengan imbangan 69,5% (enam puluh sembilan setengah persen) untuk Pemerintah dan 30,5% (tiga puluh setengah persen) untuk daerah.

e. Sektor Perikanan

Penerimaan perikanan yang diterima secara nasional dibagi dengan perimbangan 20% (dua puluh persen) untuk pemerintah dan 80% (delapan puluh persen) untuk daerah.

f. Pertambangan panas bumi yang dihasilkan dari wilayah daerah yang bersangkutan yang merupakan penerimaan negara bukan pajak, dibagi dengan imbalan 20% (dua puluh persen) untuk Pemerintah dan 80% (delapan puluh persen) untuk daerah.

2.3.2 Dana Alokasi Umum


Menurut Undang-Undang No 23 Tahun 2014 pasal 1 ayat 47 “Dana Alokasi Umum yang merupakan dana yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Nasional (APBN) yang dialokasikan dengan tujuan pemerataan kemampuan keuangan antar daerah untuk mendanai kebutuhan daerah dalam rangka pelaksanaan desentralisasi”. 
Dana yang ditransfer dari Pemerintah Pusat ini bertujuan untuk mengurangi kesenjangan antar fiskal antar daerah, karena tentunya Pemerintah Pusat menyadari bahwa tidak semua daerah memiliki potensi pendanaan yang merata antar daerah. Bagi daerah yang memiliki sumber Pendapatan Asli Daerah yang rendah tentunya akan tertinggal dibanding daerah yang memiliki sumber pendapatan yang tinggi. Dana Alokasi Umum ini hadir untuk mengatasi kesenjangan tersebut agar terwujudnya pemerataan pembangunan yang sesuai dengan amanah konstitusi.


Berkaitan dengan prioritas penggunaan anggaran Dana Alokasi Umum, Pemerintah mengeluarkan aturan berupa Peraturan Menteri Dalam Negeri No 31 Tahun 2016 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) dinyatakan bahwa Dana Alokasi Umum agar diprioritaskan penggunaannya untuk mendanai gaji dan tunjangan, kesejahteraan pegawai, kegiatan operasi, dan pemeliharaan serta pembangunan fisik sarana dan prasarana dalam rangka peningkatan pelayanan dasar dan pelayanan umum yang dibutuhkan masyarakat.


Pengalokasian Dana Alokasi Umum kepada setiap daerah ditentukan oleh celah fiskal yang merupakan selisih antara kebutuhan fiskal satu daerah dengan kapasitas fiskal yang dimiliki daerah tersebut. Dana Alokasi Umum yang telah ditetapkan kepada setiap daerah berdasarkan pertimbangan celah fiskal tadi akan disalurkan dengan pemindah bukuan dari rekening umum pemerintah pusat kepada rekening kas pemerintah daerah.  Kontribusi Dana Alokasi umum masih menjadi sumber pendapatan utama Pemerintah Daerah karena proporsi DAU terhadap pendapatan daerah masih tertinggi dibandingkan dengan penerimaan daerah yang lain, termasuk penerimaan dari Pendapatan Asli Daerah. Dana alokasi umum yang diberikan kepada daerah diharapkan digunakan sebaik-baiknya untuk menggali potensi PAD yang ada. Dana alokasi umum diharapkan tidak lagi menjadi proporsi terbesar dalam komposisi pendapatan daerah, agar daerah mandiri dan mengandalkan PAD dalam membiayai belanjanya. 

Proporsi DAU  daerah provinsi menurut UU No. 33 Tahun 2004 berdasarkan imbangan kewenagan dengan rincian sebagai berikut :

1. DAU atas dasar celah fiskal untuk suatu daerah provinsi dihitung berdasarkan perkalian bobot daerah provinsi yang bersangkutan dengan jumlah DAU seluruh daerah provinsi.

2. Bobot daerah provinsi merupakan perbandingan antara celah fiskal daerah provinsi yang bersangkutan dan total celah fiskal seluruh daerah provinsi. 

Proporsi DAU antar kabupaten/ kota menurut UU No 33 Tahun 2004 berdasarkan imbangan kewenagan dengan rincian sebagai berikut:

1. DAU atas dasar celah fiskal untuk suatu daerah kabupaten/ kota dihitung berdasarkan perkalian bobot daerah kabupaten/ kota yang bersangkutan dengan jumlah DAU seluruh daerah kabupaten/ kota
2. Bobot daerah kabupaten/ kota merupakan perbandingan antara celah fiskal daerah kabupaten/ kota yang bersangkutan dari total celah fiskal seluruh daerah kabupaten/ kota

2.3.3 Dana Alokasi Khusus

Dana Alokasi Khusus merupakan bagian dari Dana Perimbangan yang menjadi sumber pendapatan daerah berdasarkan Undang-Undang No. 23           Tahun 2014. Berdasarkan Undang-Undang tersebut, “Dana Alokasi Khusus, selanjutnya disebut DAK adalah dana yang bersumber dari pendapatan APBN yang dialokasikan kepada Daerah tertentu dengan tujuan untuk membantu mendanai kegiatan khusus yang merupakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah”.


Dana Alokasi Khusus ini dialokasikan untuk daerah yang memiliki kemampuan fiskal rendah dibanding kemampuan fiskal daerah secara nasional. Penentuan penerimaan dana alokasi khusus ini diatur sesuai dengan kriteria penerima DAK yang terdapat dalam Undang-Undang sesuai dengan pengertiannya, Dana Alokasi Khusus dimaksudkan untuk membantu membiayai kegiatan-kegiatan khusus di Daerah tertentu yang merupakan urusan Daerah dan sesuai dengan prioritas nasional, khususnya untuk membiayai kebutuhan sarana dan prasarana pelayanan dasar masyarakat yang belum mencapai standar tertentu atau untuk mendorong percepatan pembangunan Daerah.



Menurut Lubis (2010: 28) “Dana Alokasi Khusus (DAK) sebagai bagian dari pendapatan daerah merupakan suatu bentuk transfer pusat guna mendanai kewenangan yang telah didesentralisasikan, yang juga sekaligus mengemban tugas untuk mendukung prioritas nasional”. 
Secara lebih rinci Yani (2008: 172) menyatakan, bahwa 

Dana Alokasi Khusus (DAK) dapat dipergunakan oleh Pemerintah Daerah untuk mendanai kebutuhan fisik sarana dan prasarana yang menjadi prioritas nasional seperti di bidang pendidikan, kesehatan, infrastruktur (jalan, irigasi, dan air bersih), kelautan dan perikanan, pertanian, prasarana Pemerintah Daerah, serta lingkungan hidup.

Berdasarkan uraian tersebut dapat disimpulkan bahwa dana perimbangan merupakan dana bantuan pemerintah pusat untuk membantu daerah dalam menjalankan otonomi daerah. Pemberian dana perimbangan ini agar tidak terjadi kesenjangan antar daerah atas pendapatan daerahnya masing – masing. Dana perimbangan terdiri dana bagi hasil, dana alokasi umum dan alokasi khusus.
2.4
Belanja Daerah

Pengertian Belanja berdasarkan PSAP No.2 Paragraf 7, yaitu:

Belanja adalah semua pengeluaran dari Rekening Kas Umum Negara/Daerah yang mengurangi Saldo Anggaran Lebih dalam periode tahun anggaran bersangkutan yang tidak akan diperoleh pembayarannya kembali oleh pemerintah.

Pengertian Belanja Daerah berdasarkan Undang-Undang No. 23 Tahun 2014 Pasal 1 Ayat (36), yaitu “Belanja daerah adalah semua kewajiban daerah yang diakui sebagai pengurang nilai kekayaan bersih dalam periode tahun anggaran yang bersangkutan”. Berdasarkan beberapa pengertian tersebut dapat dinyatakan bahwa belanja daerah merupakan semua kewajiban daerah dalam periode tahun anggaran bersangkutan.

Menurut Undang-Undang No. 23 Tahun 2014 “Belanja daerah diprioritaskan untuk mendanai urusan pemerintah wajib yang terkait pelayanan dasar yang ditetapkan berpedoman pada standar teknis dan standar harga satuan regional sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan”. 

Menurut Abdul Halim (2007) klasifikasi belanja daerah meliputi:

1. Belanja Operasi

Belanja operasi adalah pengeluaran anggaran untuk kegiatan sehari-hari pemda yang memberi manfaat jangka pendek. Kelompok belanja operasi terdiri atas:

a. Belanja pegawai.

b. Belanja barang.

c. Belanja bunga.

d. Belanja subsidi.

e. Belanja hibah.

f. Belanja bantuan sosial.

g. Belanja bantuan keuangan.
2. Belanja Modal


Belanja modal merupakan pengeluaran anggaran untuk perolehan aset tetap lainnya yang memberi manfaat lebih dari satu periode akuntansi. Belanja Modal dapat diklasifikasikan sebagai berikut :

a. Belanja Modal Tanah 

Belanja Modal Tanah adalah pengeluaran/biaya yang digunakan untuk pengadaan/pembelian/pembebasan/ penyelesaian, balik nama dan sewa tanah, pengosongan, pengurugan, perataan, pematangan tanah, pembuatan sertipikat,dan pengeluaran lainnya sehubungan dengan perolehan hak atas tanah dan sampai tanah dimaksud dalam kondisi siap pakai. 

b. Belanja Modal Peralatan dan Mesin 

Belanja Modal Peralatan dan Mesin adalah pengeluaran/biaya yang digunakan untuk pengadaan/penambahan/penggantian, dan peningkatan kapasitas peralatan dan mesin serta inventaris kantor yang memberikan manfaat lebih dari 12 (dua belas) bulan dan sampai peralatan dan mesin dimaksud dalam kondisi siap pakai 

c. Belanja Modal Gedung dan Bangunan Belanja 

Modal Gedung dan Bangunan adalah pengeluaran/biaya yang digunakan untuk pengadaan/ penambahan/ penggantian, dan termasuk pengeluaran untuk perencanaan, pengawasan dan pengelolaan pembangunan gedung dan bangunan yang menambah kapasitas sampai gedung dan bangunan dimaksud dalam kondisi siap pakai. 
d. Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan 

Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan adalah pengeluaran/biaya yang digunakan untuk pengadaan/ penambahan/ penggantian/ peningkatan pembangunan/ pembuatan serta perawatan, dan termasuk pengeluaran untuk perencanaan, pengawasan dan pengelolaan jalan irigasi dan jaringan yang menambah kapasitas sampai jalan irigasi dan jaringan dimaksud dalam kondisi siap pakai. 

e. Belanja Modal Fisik Lainnya 

Belanja Modal Fisik Lainnya adalah pengeluaran/ biaya yang digunakan untuk pengadaan/ penambahan/ penggantian/ peningkatan pembangunan/ pembuatan serta perawatan terhadap fisik lainnya yang tidak dapat dikategorikan kedalam kriteria belanja modal tanah, peralatan dan mesin, gedung dan bangunan, dan jalan irigasi dan jaringan, termasuk dalam belanja ini adalah belanja modal kontrak sewa beli, pembelian barang-barang kesenian, barang purbakala dan barang untuk museum, hewan ternak dan tanaman, buku-buku, dan jurnal ilmiah.

Penambahan aset tetap, pemerintah daerah mengalokasikan dana dalam bentuk belanja modal dalam APBD. Alokasi belanja modal ini didasarkan pada kebutuhan daerah akan sarana dan prasarana, baik untuk kelancaran pelaksanaan tugas pemerintahan maupun untuk fasilitas publik. Biasanya setiap tahun diadakan pengadaan aset tetap oleh pemerintahan daerah, sesuai dengan prioritas anggaran dan pelayanan publik yang memberikan dampak jangka panjang secara finansial.
f. Belanja Tidak Terduga
Kelompok belanja lain-lain/ tidak terduga adalah pengeluaran anggaran untuk kegiatan yang sifatnya tidaak biasa dan tidak diharapkan berulang, seperti penanggulangan bencana alam, bencana sosial, dan pengeluaran tidak terduga lainnya yang sangat diperlukan dalam rangka penyelenggaraan kewenangan pemerintah pusat/ daerah.

3. Transfer

Transfer adalah pengeluaran uang dari entitas pelaporan lain seperti pengeluaran dana perimbangan oleh pemerintah pusat dan dana bagi hasil oleh pemda.

Menurut Abdul Halim (2012:87), belanja daerah dibagi atas dua, yaitu:

a.  Belanja Tidak Langsung


Belanja langsung adalah belanja yang peganggarannya tidak dipengaruhi secara langsung oleh adanya usulan program atau kegiatan. Belanja tidak langsung merupakan belanja yang dianggarkan setiap bulan dalam satu tahun anggaran sebagai konsekuensi dari kewajiban pemerintah daerah secara periodik kepada pegawai yang umumnya diperlukan secara periodik Kelompok belanja tidak langsung terdiri dari:

1) Belanja pegawai merupakan belanja kompensasi, dalam bentuk gaji dan  tunjangan, serta penghasilan lainnya yang diberikan kepada pegawai negeri sipil yang ditetapkan sesuai dengan ketentuan perundang – undangan.
2) Belanja bunga digunakan untuk menganggarkan pembayaran bunga utang yang dihitung atas kewajiban pokok utang (principal outstanding) berdasarkan perjanjian pinjaman jangka pendek, jangka menengah, dan jangka panjang. 
3) Belanja subsidi digunakan untuk mengganggarkan bantuan biaya produksi kepada perusahaan/ lembaga tertentu agar harga jual produksi/ jasa yang dihasilkan dapat terjangkau oleh masyarakat banyak. Belanja subsidi dianggarkan sesuai dengan keperluan perusahaan/ lembaga penerima subsidi dalam peraturan daerah tentang APBD yang peraturan pelaksanaannya lebih lanjut dituangkan dalam peraturan kepala daerah.
4) Belanja hibah bersifat bantuan yang tidak mengikta/ tidak secara terus menerus dan harus digunakan sesuai dengan persyaratan yanag ditetapkan dalam naskah perjanjian hibah daerah.
5) Bantuan sosial digunakan untuk menganggarkan pemberian bantuan dalam bentuk uang dan/ atau barang kepada masyarakat yang bertujuan untuk peningkatan kesejahteraan masyarakat. Bantuan sosial diberikan tidak secara terrus menerus/ tidak berulang setiap tahun anggaran, selektif dan memiliki kejelasan peruntukan penggunaannya. 
6) Belanja bagi hasil digunakan untuk menganggarkan dana bagi hasil yang bersumber dari pendapatan provinsi kepada kabupaten/ kota atau pendapatan kabupaten/ kota kepada pemerintah desa atau pendapatan pemerintah daerah tertentu kepada pemerintah daerah lainnya sesuai dengan ketentuan perundang – undangan.
7) Bantuan keuangan digunakan untuk menganggarkan bantuan keuangan yang bersifat umum atau khusus dari provinsi kepada kabupaten/ kota, pemerintah desa, dan kepada pemerintah daerah lainnya atau dari pemerintah kabupaten/ kota kepada pemerintah desa dan pemerintah daerah lainnya dalam rangka pemerataan dan/ atau peningkatan kemampuan keuangan. Bantuan keuangan bersifat umum peruntukan dan penggunaannya dserahkan sepenuhnya kepada pemerintah daerah/ pemerintah desa penerima bantuan. Bantuan keuangan yang bersifat khusus peruntukan dan pengelolaannya diarahkan/ ditetapkan oleh pemerintah daerah pemberi bantuan.
8) Belanja tidak terduga merupakan belanja untuk kegiatan yang sifatnya tidak biasa atau tidak diharapkan berrulang seperti penanggulangan bencana alam, dan bencana sosial yang tidak pernah diperkirakan sebelumnya, termasuk pengembalian atas kelebihan penerimaan daerah tahun – yahun sebelumnya yang telah ditutup.

b. Belanja Langsung

Belanja langsung adalah belanja yang penganggarannya dipengaruhi secara langsung oleh adanya program atau kegiatan. Kelompok belanja lansung dari suatu kegiatan dibagi menurut jenis belanja yang terdiri dari:
1) Belanja pegawai, untuk pengeluaran honorarium atau upah dalam melaksanakan program dan kegiatan pemerintah daerah.

2) Belanja barang dan jasa digunakan untuk pengeluaran pembelian/ pengadaan barang yang nilai manfaatnya kurang dari 12 (dua belas) bulan dan/ atau pemakaian jasa dalam melaksanakan program dan kegaiatan pemerintahan daerah. Pembelian/ pengadaan barang dan/ atau pemakaian jasa mencakup belanja barang pakai habis, bahan/ material, jasa kantor, premi asuransi, perawatan kendaraan bermotor, catek/ pengadaan, sewa rumah/ gedung/ gudang/ parkir, sewa sarana mobilitas, sewa alat berat, sewa perlengkapan dan peralata kantor, makanan dan minuman, pakaian dinas dan atributnya, pakaian kerja, pakaian khusus dan hari – hari tertentu, perjalanan dinas, perjalanan dinas pindah tugas dan pemulangan pegawai.

3) Belanja modal digunakan untuk pengeluaran yang dilakukan dalam rangka pembelian/ pengadaan atau pembangunan aset tetap berwujud yang mempunyai nilai manfaat lebih dari 12 (dua belas) bulan untuk digunakan dalam kegiatan pemerintahan, seperti dalam bentuk tanah, peralatan dan mesin, gedung dan bangunan, jalan, irigasi dan jaringan dan aset tetap lainnya. Nilai pembelian/ pengadaan atau pembangunan aset tetap berwujud yang dianggarkan dalam belanja modal hanya sebesar harga beli/ bangun aset. Belanja honorarium panitia pengadaan dan administrasi pembelian/ pembangunan untuk memperoleh setiap aset yang dianggarkan pada belanja modal dianggarkan pada belanja pegawai dan/ atau belanja barang dan jasa. Menurut keputusan Menteri Dalam Negeri No. 29 Tahun 2002 pasal 6 Ayat 2, format pengeluaran belanja daaerah dalam Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) meliputi: belanja administrasi umum, belanja operasi dan pemeliharaan serta belanja modal.
4) Belanja Administrasi Umum
Belanja administrasi umum adalah belanja tidak langsung yang dialokasikan pada kegiatan non investasi dan tidak menambah aset daerah.
5) Belanja Operasional dan Pemeliharaan
Belanja operasional dan pemeliharaan adalah belanja langsung yang dialokasikan pada kegiatan non investasi dan tidak menambha aset daerah. 

6) Belanja modal 
Belanja modal adalah belanja langsung yang digunakan untuk membiayai investasi dan menambah aset daerah/ modal daerah yang bermanfaat langsung bagi masyarakat, yang mengarah pada perbaikan pelayanan masyarakat.
Berdasarkan uraian tersebut dapat disimpulkan bahwa belanja daerah merupakan semua kewajiban daerah dalam periode tahun anggaran yang bersangkutan. Belanja daerah digunakan untuk kegiatan pemerintah daerah dalam meningkatkan pelayan untuk masyarakatnya. Belanja daerah dipergunakan dalam rangka mendanai pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan provinsi atau kabipaten/ kota yang terdiri dari urusan wajib, urusan pilihan dan urusan penangannya dalam bagian atau bidang tertentu yang dapat dilaksanakan bersama antara pemerintah dan pemerintah daerah atau peerintah daerah yang ditetapkan dengan ketentuan perundang - undanganBelanja daerah merupakan salah satu indikator kinerja keuangan karena belanja daerah yang dilakukan pemerintah daerah dapat atau tidak meningkatkan kinerja keuangan daerahnya. Belanja daerah terdiri belanja langsung dan tidak langsung. 

2.5
Penelitian Terdahulu 

Berikut ini akan dilampirkan penelitian yang telah dilakukan oleh peneliti sebelumnya, yang ditampilkan dalam bentuk tabel 2.6:
Tabel 2.6
Penelitian Terdahulu
	No.
	Nama dan Tahun Penelitan
	Judul
	Variabel
	Hasil 

	1.
	Swastika Enjang Prasasti (2014)
	Pengaruh Pendapatan Asli Daerah (PAD) dan Dana Perimbangan Terhadap Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah (Studi Kasus Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota DIY Tahun 2007-2013)
	Dependen:

Kinerja Keuangan Pemerintah 
Independen:

Pendapatan Asli Daerah, Dana Perimbangan, 


	1. PAD dan Dana Perimbangan Berpengaruh Secara Signifikaan Terhadap Variabel Kinerja Keuangan

2. Pendapatan Asli Daerah berpengaruh positif terhadap kinerja keuangan. 

3. Dana Perimbangan berpengaruh negatif terhadap kinerja Keuangan pemerintah kabupaten/kota. 

	2.
	Cherrya Dhia Wenny (2012)
	Analisis Pengaruh Pendapatan Asli Daerah (PAD) Terhadap Kinerja Keuangan Pada Pemerintah Kabupaten dan Kota Di Provinsi Sumatera Selatan. 
	Dependen:

Kinerja

Independen:

Pajak daerah, Retribusi daerah, Hasil perusahaan dan kekayaan daerah yang dipisahkan, lain-lain pendapatan asli daerah yang sah
	1. PAD secara simultan berpengaruh signifikan terhadap kinerja keuangan pada pemerintah kabupaten dan kota di Provinsi Sumatera Selatan

2. Secara parsial, Lain-Lain PAD yang sah yang secara dominan berpengaruh terhadap kinerja keuangan pada pemerintah kabupaten dan kota di provinsi Sumatera Selatan. 

	3. 
	Armaja, Ridwan Ibrahim dan Aliamin (2015)
	Pengaruh Kekayaan Daerah, Dana Perimbangan Dan Belanja Daerah Terhadap Kinerja Keuangan (studi pada Kabupaten/ Kota di Aceh)
	Dependen:

Kinerja Keuangan

Independen:

Kekayaan daerah, dana perimbangan dan  belanja daerah
	1. Kekayaan daerah berpengaruh negatif terhdap kinerja kekuangan kabupaten/kota di Aceh.  

2. Dana Perimbangan berpengaruh negatif terhadap kinerja keuangan kabupaten/kota di Aceh. 

3. Belanja daerah berpengaruh negatif terhadap kinerja keuangan kabupaten/kota di Aceh. 

4. Kekayaan daerah, dana perimbangan, dan belanja daerah secara bersama-sama berpengaruh terhadap kinerja keuangan kabupaten/kota di Aceh.

	4. 
	Wiguna (2013)
	Pengaruh Pendapatan Asli Daerah, Dana Alokasi Umum, dan Belanja Modal Pemerintah Daerah Terhadap Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota di Sumatera Selatan 
	Dependen : Kinerja Keuangan

Independen : PAD, Dana Alokasi Umum dan Belanja Modal
	1. PAD tidak berpengaruh signifikan terhadap kinerja keuangan

2. Dana Alokasi Umum berpengaruh positif dan signifikan terhadap kinerja keuangan

3. Belanja modal tidak berpengaruh signifikan terhadap kinerja keuangan



	5.
	Ilmiyyah, Dewata, dan Sarikadarwati (2017)
	Faktor-faktor yang Mempengaruhi Kinerja Keuangan Kabupaten/Kota di Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2012-2015
	Dependen :

Kinerja Keuangan

Independen:

Opini Audit, Ukuran Legislatif, Intergovernmental Revenue, Size, Leverage, Dan Klaster Kemampuan Keuangan Daerah
	1. Opini audit, ukuran legislative, size, leverage, dan klaster kemampuan keuangan daerah secara parsial tidak berpengaruh signifikan terhadap kinerja keuagan pemerintah daerah

2. Intergovernmental revenue, size, leverage berpengaruh negatif signifikan terhadap kinerja keuangan pemerintah daerah.

3. Opini audit, ukuran legialatif, intergovernmental revenue, size, leverage, dan klaster kemampuan keuangan daerah secara bersama-sama memiliki pengaruh signifikan terhadap kinerja keuangan pemerintah daerah.

	6
	Yanto,  Hamdi, dan Meihendri (2015)
	Pengaruh PAD dan Dana Perimbangan Terhadap Kinerja Keuangan Pemerintah Kabupaten/ Kota Di Provinsi SUMBAR
	Dependen : Kinerja Keuangan

Independen : PAD, Dana Perimbangan
	1. PAD berpengaruh signifikan terhadap kinerja keuangan

2. Dana perimbangan berpengaruh signifikan terhadap kinerja keuangan
3. PAD dan dana perimbangan secara simultan berpengaruh signifikan terhdap kinerja keuangan.


	7
	Harteti, Darwanis, dan Abdullah (2014)
	Pengaruh Desentralisasi Fiskal dan Belanja Daerah Terhadap Kinerja Keuangan Daerah pada Kabupaten/ Kota di Provinsi Aceh.
	Dependen : Kinerja Keuangan

Independen : Desentralisasi Fiskal, Belanja Daerah
	Desentralisasi fiskan berpengaruh positif terhadap kinerja keuangan pada kabupaten kota di Provinsi Aceh
Belanja daerah berpengaruh negatif terhadap kinerja keuangan daerah pada kabupaten kota di Provinsi Aceh

Desentralisasi fiskal dan belanja daerah secara bersama - sama berpengaruh terhadap kinerja keuangan daerah pada kabupaten kota di Provinsi Aceh


Sumber: 
Data yang diolah (2018)
2.6
Kerangka Pemikiran 


Menurut Sugiyono (2009: 91) mengemukakan bahwa “kerangka pemikiran merupakan konsep yang menggambarkan hubungan antara teori dengan berbagai faktor yang teridentifikasi sebagai masalah yang diteliti”. Dasar perumusan hipotesis berikut kerangka pemikiran teoritis yang menunjukkan pengaruh variabel pendapatan asli daerah, dana perimbangan, dan belanja daerah terhadap kinerja keuangan.

Berikut ini adalah kerangka pemikiran yang digunakan dalam penelitian ini:








Keterangan:
X1
=  Pendapatan Asli Daerah (PAD)

X2
=  Dana Perimbangan

X3
=  Belanja Daerah

Y
=  Kinerja Keuangan
= Pengaruh variabel independen secara parsial terhadap variabel dependen

= Pengaruh variabel independen secara simultan terhadap variabel dependen
2.6.1
Pengaruh Pendapatan Asli Daerah (PAD) Terhadap Kinerja Keuangan

Menurut UU No. 33 Tahun 2004 Pasal 1 ayat (18) “PAD adalah pendapatan yang diperoleh daerah yang dipungut berdasarkan Peraturan Daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan”. Pemerintah daerah berusaha mengoptimalkan PADnya dengan PAD yang besar maka akan semakin kecil ketergantungan terhadap bantuan pemerintah pusat. Dengan demikian tercapailah kemandiriam daerah sebagaimana tujuan otonomi daerah. Pendapatan Asli Daerah yang dicapai diharapkan mampu menaikkan kinerja keuangan pemerintah. Pemerintah daerah akan berusaha menggali potensi PAD yang dimiliki. PAD yang meningkat menunjukkan juga kinerja keuangan daerah meningkat untuk .
Penelitian yang dilakukan Prasasti (2014) menyimpulkan bahwa pendapatan asli daerah berpengaruh positif terhadap kinerja keuangan. Hasil penelitian yang dilakukan Wenny (2012) menyatakan bahwa hanya lain-lain PAD yang sah yang dominan mempengaruhi kinerja keuangan, sedangkan pajak daerah, retribusi daerah, dan hasil perusahaan dan kekayaan tidak dominan yang mempengaruhi kinerja keuangan kabupaten dan kota di Provinsi Sumatera Selatan. Dari uraian tersebut, dapat disimpulkan bahawa pendapatan asli daerah berpengaruh terhadap kinerja keuangan.
2.6.2
Pengaruh Dana Perimbangan Terhadap Kinerja Keuangan

Dana perimbangan juga menjadi sumber penerimaan daerah yang mempunyai peranan terhadap kinerja keuangan suatu daerah. Dana perimbangan menurut UU No. 33 Tahun 2004 merupakan “dana yang bersumber dari pendapatan APBN yang dialokasikan kepada daerah untuk mendanai kebutuhan daerah dalam rangka pelaksanaan desentralisasi”. Komposisi dana perimbangan yang besar menunjukan tingginya tingkat ketergantungan daerah pada pemerintah pusat. Tingginya tingkat ketergantungan pada pemerintah pusat menjadi pekerjaan rumah bagi daerah dalam meningkatkan kemandirian daerah dalam mengoptimalkan PADnya. 
Prasasti (2014) dalam penelitiannya menyatakan bahwa dana perimbangan berpengaruh negatif terhadap kinerja keuangan. Hasil ini membuktikan semakin kecil dana perimbangan yang diberikan maka akan menunjukkan kinerja keuangan semakin baik, sebaliknya semakin besar dana perimbangan yang diterima dari pemerintah pusat akan memperlihatkan semakin kuat ketergantungan pemerintah daerah kepada pemerintah pusat untuk melaksanakan kegiatannya. Dari uraian tersebut, disimpulkan bahwa dana perimbangan memiliki pengaruh terhadap kinerja keuangan.
2.6.3
Pengaruh Belanja Daerah Terhadap Kinerja Keuangan

Belanja menurut PSAP N0. 2 Paragraf 7 merupakan “semua pengeluaran dari rekening kas umum negara/ daerah yang mengurangi saldo anggaran lebih dalam periode tahun anggaran bersangkutan yang tidak akan diperoleh pembayaran kembali oleh pemerintah”. Belanja daerah  merupakan pengalokasian dana yang harus dilakukan secara efektif dan efisien. Belanja daerah dapat menjadi tolok ukur keberhasilan pelaksanaan kewenangan daerah, dengan adanya otonomi daerah pemerintah dituntut untuk mengelola keuangan daerah secara baik dan efektif.
Penelitian Armaja, et.al (2015) belanja daerah berpengaruh positif terhadap kinerja keuangan pada kabupaten/ kota di Provinsi Aceh. Hal ini bermakna bahwa belanja daerah yang dikeluarkan Pemerintah daerah dapat meningkatkan kinerja keuangan pada kabupaten/ kota di Provinsi Aceh. Belanja daerah yang semakin meningkat maka dibutuhkan dana yang besar agar belanja pemerintah daerah dapat terpenuhi. Dengan begitu pemda akan berusaha menggali pendapatan daerahnya agar memenuhi belanja daerahnya sehingga pelayanan terhadap masyarakat menjadi lebih baik dan kesejahteraan masyarakat meningkat. Berdasarkan uraian tersebut, disimpulkan bahwa belanja daerah memiliki pengaruh terhadap kinerja keuangan.
2.6.4
Pengaruh Pendapatan Asli Daerah, Dana Perimbangan dan Belanja Daerah Terhadap Kinerja Keuangan

PAD, dana perimbangan dan belanja daerah memiliki peranan dalam kegiatan pemerintah daerah dalam menggali potensi daerahnya. Penurunan PAD akan menghambat belanja daerah. Begitu juga sebaliknya, peningkatan kegiatan ekonomi diberbagai daerah akan meningkatkan PAD sehingga pelaksanaan belanja daerah tidak terhambat (Hamara, 2010). 
Meningkatnya kegiatan ekonomi di daerah hal ini menuntut pemda agar menggali potensi PADnya dan memaksimal dana transfer yang diterima. Prasasti (2014) menyatakan bahwa Pendapatan Asli Daerah (PAD) dan Dana Perimbangan berpengaruh signfikan terhadap kinerja keuangan pemerintah kabupaten/kota di DI Yogyakarta. Hal ini mengindikasi bahwa penelitian PAD dan Dana Perimbangan akan berpengaruh terhadap kinerja keuangan. Menurut Armaja, et.al (2016) kekayaan daerah, dana perimbangan, dan belanja daerah secara bersama-sama berpengaruh terhadap kinerja keuangan kabupaten/ kota di Provinsi Aceh. Berdasarkan dua penelitian tersebut dapat disimpulkan bahwa PAD, dana perimbangan dan belanja daerah berpengaruh terhadap kinerja keuangan.
2.6.5
Hipotesis Penelitian

H1
 :   PAD mempunyai pengaruh yang signifikan terhadap kinerja keuangan secara parsial.
H2
:
Dana perimbangan mempunyai pengaruh yang signifikan terhadap kinerja keuangan secara parsial.
H3  : 

Belanja daerah mempunyai pengaruh yang signifikan terhadap kinerja keuangan secara parsial.
H4 : 
 
PAD, dana perimbangan dan belanja daerah mempunyai pengaruh yang signifikan terhadap kinerja keuangan secara simultan
Rasio Kemandirian Daerah = 		         Total PAD
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Rasio Ketergantungan Daerah =	Pendapatan Transfer
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X 100%





X 100%





Rasio Efektivitas = 	Biaya Pemerolehan PAD
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Sumber: Penulis, 2018





Gambar 2.1 Kerangka Pemikiran
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